BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR “2 TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI KEPALA DAERAH, DAN WAKIL KEPALA DAEARAH
SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa tunjangan perumahan bagi Kepala Daerah, dan Wakil
Pimpinan dan Anggota Dewan
Sumbawa Barat

Menimbang : a.
Kepala Daearah serta
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tunjangan
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sudah tidak
sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian
hukum dalam optimalisasi peningkatan kinerja Pimpinan
dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Kepala Daerah,
dan Wakil Kepala Daearah serta Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang  Nomor 28 fTahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4340);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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9.

10.

11.

12.

13.

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
109, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG TUNJANGAN

PERUMAHAN BAGI KEPALA DAERAH, DAN WAKIL KEPALA
DAEARAH SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

14
2,

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat,
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4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sumbawa Barat.

ewan Perwakil

ERD ‘ an Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
D.ewa‘n Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten
Sumbawa Barat.

7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan dan atau disahkan
keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan telah
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

8. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah seta Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk

uang sewa rumah yang dibayarkan setiap bulan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
serta Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan asas kepatutan,

asas kewajaran dan asas rasionalitas, serta standar harga daerah yang berlaku.

Pasal 3
Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
serta Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan untuk mendorong peningkatan Kinerja
Kepala Daerah dan Walkil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

BAB III
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 4
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan atau rumah dinas bagi
Anggota DPRD, maka kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta
Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan diberikan tunjangan
perumahan yang dibayarkan setiap bulan.
(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa

rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga daerah yang berlaku.
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(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Besarmmya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
bebankan pada APBD Rabupaten Sumbawa Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Pada saat peraturan Bupat ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun
2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 29) dan Peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 3 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal == <1 2021

BUPATI SUMBAWA B
N b / ~

Diundangkan di Taliwang :
Pada tanggal = -1 2021

-
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